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KATA PENGANTAR

Sejak Huma berdiri pada tahun 2001, Huma mengembangkan sebuah 
pendidikan hukum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). 
PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hukum kepada 
masyarakat. Pengetahuan hukum ini kemudian digunakan untuk membela 
hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya alamnya, termasuk bagaimana 
memperkuat hukum lokalnya untuk menjaga hak tersebut.

PHK membutuhkan media-media kreatif  sebagai alat untuk mentrans-
formasikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Media-media tersebut 
bisa berupa fi lm, poster, komik dan terbitan-terbitan yang berisikan wacana 
kritis terhadap hukum. Media ini kemudian menjadi alat bagi fasilitator PHK 
dan dapat juga menjadi bahan bacaan untuk peserta pelatihan.

Buku Ruang Gerak Masyarakat dalam Mengontrol Perizinan 
Kelapa Sawit ini adalah satu dari alat untuk PHK tersebut. Harapannya, 
buku ini dapat digunakan oleh fasilitator untuk mempertajam materi-materi 
pendidikan dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperkuat 
pengetahuan hukumnya.

Selamat menggunakan buku ini.

Salam,

Andiko
Direktur Eksekutif
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Memperjuangkan Hak Rakyat

dengan Mengetahui Hukum

Oleh Sandoro Purba

Membaca Peraturan Perundang-undangan 

Hukum, dalam artian yang sudah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, tidak bisa begitu saja diberlakukan dengan alasan ‘dianggap sudah 
diketahui’ karena sudah diundangkan (disahkan). Bagaimanapun juga, dalam 
politik pembuatan peraturan perundangundangan dimana keterlibatan 
atau keterwakilan masyarakat termarjinalkan tidak proporsional, maka su-
dah selayaknya setiap peraturan perundang-undangan dibaca secara kritis. 
Membaca peraturan perundang-undangan bukan berarti menjadikan pem-
bacanya harus terbelunggu dengan aturan-aturan yang ada dan merasa ter-
jebak dengan pasal-pasal yang bisa jadi merugikan. Tentunya memang lebih 
sering merugikan masyarakat termarjinalkan.

Membaca peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk me-
manfaatkan celah yang ada di dalamnya. Pembuat peraturan perundang-
undangan tentu memiliki kualifi kasi tertentu dalam pasal yang hendak 
dirancangnya baik untuk kepentingan tertentu yang subjektif  atau pe-duli 
pada kepentingan publik. Demikian juga dalam membaca pasal-pasal setiap 
peraturan perundang-undangan, setiap orang tentu ingin membacanya sesuai 
dengan manfaat yang ingin diperolehnya. Dalam hal ini, masyarakat yang 
merasa dirugikan akibat dari suatu kebijakan, perlu membaca peraturan 
perundang-undangan untuk dapat dipergunakan da-lam ‘memaksa’ pihak 
lain untuk mengakui kedudukan masyarakat yang dirugikan itu beserta setiap 
hak-hak yang menyertainya. 
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Masyarakat yang dirugikan terutama karena memang terpinggirkan 
(termarjinalkan) harus sadar akan posisi keterpinggiran mereka itu. Lalu, 
perlulah bagi mereka untuk mempelajari kembali bagian mana dari sebuah 
kebijakan yang dipergunakan menjebak mereka dan bagaimana merebut 
kembali hak-hak yang hilang itu. Masyarakat termarjinalkan, selama ini 
berada pada sebaran Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal. Dimana, mereka 
adalah pihak yang tercerabut hak-haknya akibat wilayah atau tanah mereka 
diambil pihak lain secara tidak sah atau seolah-olah sah dengan memanipulai 
peraturan perundang-undangan. Sehingga, pada akhirnya wilayah mereka 
menjadi ajang bagi-bagi wilayah pengelolaan sumber daya alam (SDA) 
yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan pelaku usaha modal besar 
yang koruptif  dan mengabaikan hak masyarakat. (Lihat humawin.org). Hal 
ini bisa dilihat dalam catatan HuMa mengenai konfl ik SDA akibat adanya 
pelanggaran HAM terkait dalam pengelolaan SDA.

Membaca peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya 
alam bukan perkara mudah. Kita musti sadar bahwa pembuatnya pun bukan 
selalu orang yang perduli dengan nasib masyarakat marjinal. Titik berat dari 
peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam adalah untuk 
mengakomodir keberadaan industri ekstraksi sumber daya alam dengan 
kekuatan modal skala besar. Subjek yang menjadi aktor yang mendapat ruang 
lebih tentu saja adalah pengusaha. Sementara masayarakat marjinal yang 
bahkan kebanyak masih bergantung ke alam dalam pemenuhan hidupnya, 
berada pada bagian yang siap digeser apabila kepentingan modal terhalangi. 
lalu biasanya akan dibungkus dengan kata-kata sakti: demi kepentingan 
nasional yang lebih luas. Tentu ini menjadi tragedi kemanusiaan yang baru 
akan ditangisi jika sudah ada korban jiwa. 

Sudah menjadi kenyatan umum bahwa rata-rata masyarakat yang 
memperjuangkan hak hidupnya kerap dianggap sebagai pelaku pidana atau 
orang yang merintangi pembangunan nasional. Karena, jika kita membaca 
peraturan perundang-undangan semacam UU Kehutanan, UU Perkebunan, 
juga UU mengenai UU P3H (Pencegahan Pemberantasan Pengerusakan 
Hutan) maka akan terlihat aturan pidannya lebih pada kategori menjerat 
‘masyarakat yang mengganggu kepentingan nasional’. Aturan pidana dalam 
beberapa peraturan mengenai pengelolaan SDA ini, lebih mudah diterapkan 
kepada masyarakat dan langsung diperhadapkan dengan pihak kepolisian 
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atau aparat lainnya dengan tuduhan para “pelanggar hukum”.

Setiap peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi pada aspek 
kehidupan masyarakat, semestinya tidak bisa ditolerir begitu saja kebera-
daanya. Pembuat peraturan tidak pernah luput dari silap dan pelbagai godaan 
pada saat membuatnya. Oleh karena itu, masyarakat musti sadar bagaimana 
caranya untuk tetap mengawal pelbagai kebijakan yang akan dikeluarkan 
yang nantinya akan mengenai mereka.

Peran Serta masyarakat
 Berbicara mengenai peran serta adalah berbicara dengan mimpi yang 

kita miliki dan ingin diterapkan dalam kehidupan bersama dan diperhatikan 
oleh orang-orang di sekitar kita termasuk dalam hal ini para pengambil 
kebijakan terutama pihak-pihak berkepentingan. Peran serta masyarakat 
tidak selalu bersandar pada apa yang diatur dalam undang-undang. Karena 
bagaimanapun juga pengaturan yang ada, jika kita tidak pernah tahu 
tentang peraturan itu, maka kita tidak akan pernah berkesempatan untuk 
menyampaikan apa yang kita butuhkan dalam konteks hidup bersama.

 Peran serta masyarakat tentu akan berpengaruh pada apa yang akan 
dirasakan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari lingkup kebi-jakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Negara menjamin keikutsertaan masyarakat 
untuk berperan dalam memajukan haknya dan memperjuangkan masyarakat 
itu secara kolektif  (Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945).

 Tetapi tidak semua jaminan berpartisipasi yang diberikan Negara 
akan dipenuhi Pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan sendiri dengan 
kekuasaan yang dimilikinya (Firdaus & Ginting, 2013). Arnstein menyatakan 
ada konsep The Ladder of  Citizen Participation (Tangga Partisipasi Publik) atau 
populer dengan The Arnstein’s Ladder (Tangga Arnstein). Dalam kenyataan di 
lapangan akan dapat terlihat tangga sebagai berikut: 

i. Manipulation (Memanipulasi);
ii. Therapy (Memulihkan);
iii. Informing (Menginformasikan);
iv. Consultation (Merundingkan);
v. Placation (Mendiamkan);
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vi. Partnership (Bekerjasama);
vii. Delegated Power (Pendelegasian Wewenang); dan 
viii. Citizen Control (Publik Mengontrol).

 Masyarakat bisa menyadari apakah kesempatan berpartisipasi yang 
diberikan pemerintah kepada mereka hanya sekadar formalisasi saja atau 
masyarakat sudah berdaulat atas setiap pilihannya. Pada poin i dan ii, tidak 
ada ruang partisipasi yang diberikan masyarakat. Pada poin iii, iv, dan v, ruang 
partisipasinya sangat tidak nyata. Dimana masyarakat diberi ruang untuk 
berbicara tetapi setiap keinginan masyarakat malah tidak pernah diperhatikan. 
Jadi pada tahap ini, masyarakat hanya diberikan mimpi tanpa pernah meraih 
kenyataan sesuai yang diharapkan. Tentu ini menjadi tantangan kepada 
masyarakat bagaimana akan memobilisasi diri untuk sampai pada posisi 
mengontrol kebijakan (Poin vi, vii, dan viii). 

Gambaran Hukum: antara Putusan MK dan UU
 Salah satu hal penting yang musti kita ketahui mengenai peran 

serta masyarakat adalah keputusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi 
terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(“UU Minerba”). Dimana satu pasal tentang peran serta masyarakat, yang 
tadinya berbunyi: “..memperhatikan pendapat… masyarakat..” harus 
dimaknai: “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan 
masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan di-masukkan ke dalam 
wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak” (Firdaus 
& Ginting, 2013). 

 Beranjak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi 
UU Minerba, masyarakat adat dan masyarakat lokal bisa mempertahankan 
kepentingannya akan wilayah dan tanah miliknya dengan mendasarkan 
defenisi yang diterangkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan 
itu. Selain itu, masyarakat juga harus membangkitkan sikap kritis terhadap 
dirinya,serta pelbnagai peraturan perundang-undangan lainnya yang biasa saja 
akan berdampak buruk baginya. Mempelajari penafsiran yang sistematik dan 
kritis menjadi salah satu kunci bagi masyarakat untuk bisa mempertahankan 
hak-haknya.

 Berbicara mengenai pengelolaan sumber daya alam, kita tidak 
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bisa selalu terus menerus mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Tidak bisa 
dipungkiri, pasal itu menjadi dasar yang kuat dan memberikan janji. Namun, 
tidak serta merta bisa berlaku secara langsung dalam konteks kenyataan di 
lapangan. Oleh karena itu, UUD 1945 yang telah berungkali diamandemen 
itu musti dibaca berkali-kali agar kita bisa paham dan menemukan pasal-pasal 
mana saja yang perlu kita ketahui dan penting dalam membaca tanggung 
jawab negara terhadap warga negara. Serta lebih penting lagi, pembaca 
harus juga membaca peraturan-perundang-undangan yang menjadi aturan 
lanjutan dalam menerjemahkan UUD 1945 tersebut. Serta harus disertai 
dengan kesadaran bahwa ‘penerjemahan’ tidak akan bisa selalu terjamin 
kesesuaiannya dengan apa yang sedang diterjemahkan.

 Dalam konteks negara Indonesia, konstitusi mengamanatkan 
pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjadi tuntunan 
pelaksanaan aturan yang lebih khusus. 

 Hirarki peraturan-perundang-undangan di Indonesia sesuai deng-
an UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perun-dang-
Undangan (Pasal 7), yaitu: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 Sementara, untuk peraturan perundang-undangan yang lain, men-
cakup peraturan yang ditetapkan oleh:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; 
c. Mahkamah Agung;
d. Mahkamah Konstitusi;
e. Badan Pemeriksa Keuangan;
f. Komisi Yudisial;
g. Bank Indonesia;
h. Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 
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dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
j. Bupati/Walikota; dan
k. Kepala Desa atau yang setingkat. 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peran Serta Masyarakat dalam Aturan terkait Izin Lingkungan dan 
Izin Lokasi

 Salah satu pasal yang menjadi berguna dan operasional dalam 
memperjuangkan hak kita adalah Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Pasal ini 
mengenai Hak Atas Lingkungan Yang Sehat. Selengkapnya, Pasal 28 H ayat 
1 UUD 1945, berbunyi:

“1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, ber-
tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya kita bisa melihat kesinambungan dari UUD 1945 ini 
dengan UU dibawahnya. Ketentuan mengenai lingkungan hidup diatur dalam 
UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (“UU PPLH”). Dalam UU PPLH ini kita bisa menemukan aturan yang 
penting kita ketahui tentang kewajiban perusahaan yaitu: Izin Lingkungan. 
Hal ini penting kita ketahui, karena setiap perusahaan dalam memulai 
usahanya membutuhkan izin. Salah satu izin yang menjadi izin utama yang 
harus dimiliki perusahaan adalah Izin Lingkungan. Berikut merupakan isi 
dari Pasal 40 UU No 32 Tahun 2009:

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan 
dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penang-
gungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin ling-
kungan.
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Bagaimana peran masyarakat dalam terbitnya Izin Lingkungan?
 Salah satu ruang yang memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk bisa berperan adalah dalam proses penilaian AMDAL. Pasal 1 angka 1 
UU PPLH:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Selanjutnya dalam Pasal 26  ayat (2) UU No 32 Tahun 2009, dinya-
takan:

“Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pem-
berian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahu-
kan sebelum kegiatan dilaksanakan.”

 Pertanyaannya kemudian, apakah masyarakat sudah pernah terli-bat 
dalam proses seperti ini? Atau, paling tidak mengetahui aturannya?. Karena, 
pada pasal 26  ayat (3) UU No 32 Tahun 2009, masyarakat yang harus 
dilibatkan itu meliputi:

a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Hal itu juga dipertegas dalam Pasal 56 ayat (3) PP No 27 Tahun 
2012 Tentang Izin Lingkungan, bahwa masyarakat terkena dampak harus 
diikutsertakan dalm Komisi Penilai AMDAL di tingkat nasional, provinsi 
maupun kabupaten.

 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 TAHUN 2012 
Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan dalam Pasal 2, dinyatakan:

“Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan 
dilakukan berdasarkan prinsip dasar:
a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
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b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-

pihak yang terkait.”

 Selain itu, ada kewajiban Pengumuman Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan dilakukan oleh Perusahaan yang ingin berinvestasi. Dalam mela-
kukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib 
menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:

1) nama dan alamat pemrakarsa;
2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah 

cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan 
lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;

6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu 
pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat;

7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang 
menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

Sementara itu, masyarakat juga perlu bersikap kritis terhadap metode 
atau cara Konsultasi publik yang dapat dilakukan oleh Perusahaan yang mau 
berinvestasi tersebut. Dalam pelbagai kesempatan para pelaku bisnis sering 
melakukan kegiatan seperti:

1) lokakarya;
2) seminar;
3) focus group discussion;
4) temu warga;
5) forum dengar pendapat;
6) dialog interaktif; dan/atau
7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

dua arah.

 Setelah kita mengetahui Tangga Partisipasi yang sudah disinggung 
sebelumnya, apakah model-model pertemuan di atas bisa memberikan 
ruang kepada masyarakat untuk mengontrol kebijakan dan dampak yang 
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mungkin terjadi dari adanya perusahaan-perusahaan yang datang tersebut. 
Pada intinya, masyarakat musti sadar, adanya pertemuan-perte-muan dengan 
metode di atas, tidak berarti menjadi sebuah kesepakatan untuk menerima 
datangnya suatu investasi. Persetujuan masyarakat bukan tercermin dari 
adanya konsultasi atau forum dengar pendapat. Masyarakat itu sendiri yang 
harus menentukan keputusannya akan menerima atau tidak masuknya suatu 
investasi perusahaan.

 Konsultasi dengan Publik tidak menentukan apakah Izin Lingkung-an 
ini akan terbit atau tidak. Hal ini sesuai dengan dampak yang akan ditanggung 
oleh Masyarakat atas kegiatan industri yang nantinya akan dilaksanakan. 
Masyarakat harus menilai sebelum akhirnya menyetujuinya. Izin Perkebunan 
hanya akan keluar apabila izin lingkungan sudah dipenuhi.

 Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pejabat pun bisa 
dipidana jika melanggar peraturan. Dalam Pasal 111 UU PPLH, dinyatakan: 

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin 
lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-
UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang mener-
bitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi 
dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pa-ling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).

Hal yang paling penting diketahui masyarakat, aturan ini pun berlaku 
bagi perusahaan yang telah ada sebelum UU PPLH diterbitkan. Dalam Pasal 
121 dinyatakan:

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling 
lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah 
memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki 
dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
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(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling 
lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah 
memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki 
UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan 
hidup.

Sebab, pada Pasal 123 UUPLH dinyatakan juga kewajiban untuk 
menjalankan ini kepada pejabat Pemerintahan, yaitu:

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluar-
kan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewe-
nangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Jadi proses ini adalah rangkaian yang panjang, yang tidak lahir begitu 
saja dalam kedipan mata. Jadi sebelum berbicara izin-izin lainnya seperti Izin 
Lokasi, atau Izin Usaha Perkebunan dll, tentu kita harus membicarakan Izin 
Lingkungannya terlebih dahulu. Karena ketiadaan Izin Lingkungan tidak 
akan memberikan ruang akan lahirnya izin-izin usaha lainnya. Harus ada Izin 
Lingkungan dulu, baru izin-izin usaha lainnya bisa diterbitkan.

Ketika berbicara izin lain seperti izin lokasi, masyarakat juga harus 
melihat dimana peran sertanya untuk mengontrol kebijakan yang akan lahir. 
Kerapkali, masyarakat terdiam apabila diperhadapkan pada perusahaan yang 
mengklaim sudah memiliki Izin Lokasi. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud 
dengan Izin Lokasi? 

Izin Lokasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional NO. 2 TAHUN 1999 tentang 
Izin Lokasi, adalah:

“Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan 
untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka 
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemin-dahan 
hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 
usaha penanaman modalnya.”

Jadi, Izin lokasi itu merupakan semacam restu dari Pemerintah un-
tuk perusahaan dalam melakukan pelepasan tanah dengan para pemilik 
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sebelumnya. Izin Lokasi bukan merupakan bukti kepemilikan tanah bagi 
perusahaan. Kepemilikan tanah tidak serta merta berpindah dari masyarakat 
kepada perusahaan akibat lahirnya sebuah Izin Lokasi.

Hal ini lebih lanjut dapat di lihat pada Pasal 8  Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 2 TAHUN 1999, 
yaitu:

(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam 
areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan 
kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai 
kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, 
konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin 
Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepen-
tingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak 
berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut 
hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh 
tanda bukti hak (sertifi kat), dan kewenangan untuk menggunakan 
dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya 
sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk 
mengalihkannya kepada pihak lain.

(3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak 
lain atas tanah yang belulm dibebaskan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki 
masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan 
umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepenti-
ngan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas 
tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan 
tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana 
penanaman modalnya.

Dari pasal di atas, masyarakat sudah bisa melihat bahwa hak-hak 
masyarakat tidak akan hilang dan harus tetap dihormati dan tidak diganggu 
sepanjang masyarakat masinh tetap ingin mempertahankan haknya. Oleh 
karena itu, Perusahaan tidak bisa memaksakan klaim tas tanah masyarakat 
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hanya mendasari pada Izin Lokasi.

Catatan Penutup

 Membaca peraturan perundang-undangan hanya sebagian kecil 
dari proses memperjuangkan hak rakyat untuk memenuhi kehidupannya. 
Mengetahui peran serta yang dilakoninya dan mencari jalan dalam mengon-
trol kebijakan yang akan menggangu haknya adalah strategi yang musti 
dipegang oleh setiat masyarakat yang ingin berjuang. Oleh karena itu, selain 
memobilisasi diri, masyarakat harus tetap meningkatkan kapasitasnya da-lam 
pengatahuan dan pelbagai pengalaman berharga lainnya.



Undang-Undang No.32 Tahun 2009 

Tentang

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berke-
lanjutan dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan peme-
rintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa 
perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan 
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah 
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh 
semua pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 
perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas 
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lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari per-
lindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pem-
baruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Penge-
lolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
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2.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan ling-kungan hidup 
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan 
dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam mem-
bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 
keseimbangan antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk 
kesatuan ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 
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Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses peng-
ambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingku-
ngan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 
lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas peruba-
han sifat fi sik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 
fungsinya.

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menim-
bulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fi sik, 
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fi sik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam 
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragamannya. 

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung 
atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan 
perubahan komposisi atmosfi r secara global dan selain itu juga berupa 
perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu 
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yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah 

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 
B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang me-ngandung B3.

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan.

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, 
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsen-
trasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media 
lingkungan hidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak 
atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah 
berdampak pada lingkungan hidup.

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorga-
nisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan hidup.

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persya-
ratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografi s yang memiliki kesamaan ciri iklim, 
tanah, air, fl ora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam 
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidu-
pan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan 
hidup secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun temurun bermukim di wilayah geografi s tertentu karena adanya 
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ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijak-
an ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau 
setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34.  Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap ling-
kungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presi-
den Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perang-
kat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 
asas:

a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
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e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pen-

cemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.  mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi 

masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;
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b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 
tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data 
dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konfl ik dan penyebab konfl ik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
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ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah 
ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi 
dengan instansi terkait.

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam;
b. daerah aliran sungai;
c. iklim;
d. fl ora dan fauna;
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya 
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. 

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas::

a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun 
berdasarkan inventarisasi nasional.dengan Peraturan Pemerintah.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 
berdasarkan:
a. RPPLH nasional;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disusun berdasarkan:
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a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhati-

kan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.

(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan 

hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian 

sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pem-
bangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka mene-
ngah.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
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PEMANFAATAN
Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, 

pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya du-
kung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkunganhidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

nasional dan pulau/kepulauan;
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di-
laksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
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sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
terdiri atas:

a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan 

ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk me-

mastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, 

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pemba-
ngunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbul-
kan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
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(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terha-

dap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau 

program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, 

rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pemba-
ngunan berkelanjutan.

Pasal 16
KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efi siensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi 

dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam 
suatu wilayah.

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, 
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib 

diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan de-

ngan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS di-

atur dalam Peraturan Pemerintah.
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Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan 

masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan 
pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui 

baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingku-

ngan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup seba-

gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur 
dalam peraturan menteri.
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Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku keru-

sakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kebakaran hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f.  kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkemba-

ngan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada para-

mater antara lain:
a. kenaikan temperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan/atau
d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 22
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap ling-

kungan hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana 
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usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 

dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.

Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib 

dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang 

tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemboros-
an dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan 
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar 
budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi 

pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar 

untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar 
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penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Pasal 25

Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana 

usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak 

yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilak-
sanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menen-
tukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh 

pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian 

informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum 
kegiatan dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses am-

dal.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan 

keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan 

Pasal 27 wajib memiliki sertifi kat kompetensi penyusun amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifi kat kompetensi penyusun amdal 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dam-

pak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan ling-

kungan hidup.
(3) Sertifi kat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifi kasi kompetensi penyusun am-
dal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifi kasi dan kriteria kompetensi 
penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri

Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk 

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewena-
ngannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 terdiri atas wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/

atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang 

timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh 
tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian 
teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
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(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) 
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya

Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi 

usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be-
rupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah 
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6
UKL-UPL
Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib me-
miliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau ke-
giatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat per-
nyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan 
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur 
dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7
Perizinan
Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantum-
kan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan 
hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali-
kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin 
tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat 
dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung 

cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran 
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum 
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau 
rekomendasi UKLUPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL 
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



37UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingku-
ngan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkung-
an.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan.
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatal-

kan.
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen 
ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.
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Pasal 43
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional 

bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan 
lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; 
dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulih-

an lingkungan hidup; dan
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b.  penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ra-

mah lingkungan hidup;
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/

atau emisi;
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
f.  pengembangan asuransi lingkungan hidup;
g.  pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup 
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Pasal 44
Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional 
dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup 
dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib 
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus ling-
kungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang me-
miliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
baik.

Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka 
pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami 
pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk 
pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem 
dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib 
melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. pengkajian risiko;
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b pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja 
lingkungan hidup.

Pasal 49
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap 
lingkungan hidup; dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan 
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit 
lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang 
berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksana-

kan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri 
dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk 
melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51
(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 

Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki sertifi kat kompetensi auditor lingkungan hidup.
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(3) Kriteria untuk memperoleh sertifi kat kompetensi auditor lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan 

hidup;
b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan peren-

canaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut 

audit lingkungan hidup.
(4) Sertifi kat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifi kasi kompetensi auditor 
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 53
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingku-

ngan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 54
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingku-

ngan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pen-

cemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 55
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi 
lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai 
dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 57
(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a.  konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam 
jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber 
daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, me-
nyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun 
B3 wajib melakukan pengelolaan B3

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penge-

lolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah ke-

daluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah 
B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 
limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persya-
ratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus 
dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping
Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan 

dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping 
limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
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Pasal 62
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi 

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan ter-
koordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi 
mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan 
informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup 
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN 

PEMERINTAH DAERAH
Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasi-

onal;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL;
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan 

emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya 

alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya 
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian 
dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, 
serta limbah B3;
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l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan 
lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-undangan;

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan peng-

aduan masyarakat;
s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan peman-

faatan teknologi ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan 

hidup;
y. menerbitkan izin lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
provinsi bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH pro-

vinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL;
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e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupa-
ten/kota;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian seng-
keta;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat provinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 

ramah lingkungan hidup;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat pro-

vinsi.
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabu-

paten/kota;
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d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 
UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i.  melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabu-

paten/kota.

Pasal 64
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 65
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seba-

gai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 
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atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbul-
kan dampak terhadap lingkungan hidup. 

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara per-
data.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat 
waktu; 

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan 
Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup;
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b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-un-
dangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 
izin lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifi kat kompetensi penyusun 

amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan infor-

masi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak 
benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhati-
kan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 70
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitra-

an;
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c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 71
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam per-
aturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewena-
ngannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis 
yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup.

(3)  Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali-
kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan 
pejabat fungsional.

Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh 
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang 
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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Pasal 74
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

71 ayat (3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup 
dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil. 

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pe-
laksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas 
lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi adminis-

tratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
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Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah 
daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkung-
an hidup.

Pasal 78
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak mem-
bebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab 
pemulihan dan pidana.

Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan 
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 

huruf b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 

teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 
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dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan 
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemuli-
han lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingku-
ngan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat me-
nunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaku-
kannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peratu-
ran Pemerintah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui peng-
adilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka 
rela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya pe-
nyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
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Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pence-

maran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap ling-

kungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak 

pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 
ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan da-
pat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu me-
nyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan 

lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang 
bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tin-
dakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat 



56 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang 
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 
kewajiban badan usaha tersebut. 

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap 
hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya mengguna-
kan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menim-
bulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab 
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89
(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan meng-

ikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Un-
dang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan 
oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola 
B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi 
dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menye-
babkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meng-
akibatkan kerugian lingkungan hidup.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat 
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, 
dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan 
anggota kelompoknya. 

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan penge-

lolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak meng-
ajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau 
pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila meme-
nuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut 

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar-
nya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif
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Pasal 93
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata 

usaha negara apabila:
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 

kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak 
dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi 
dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara 
mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga mela-
kukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup;
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;

h. menghentikan penyidikan;
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman 

audio visual;
j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/

atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tin-
dak pidana; dan/atau 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berko-
ordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, 
penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran 
penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara 
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penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koor-
dinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum ter-
padu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 96
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri 
atas:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa; dan/atau
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan per-

undangundangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang meng-

akibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar 
rupiah).
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(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya 

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, 

atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101
Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).

Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf 
d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
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lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah).

Pasal 107
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan per-
undang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki 
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifi kat kompetensi 
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan 

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
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(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin 
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan peng-
awasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ter-
hadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilang-
kan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang 
tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan 
penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf 
j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/
atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
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(lima ratus juta rupiah).

Pasal 116
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau 

atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan 
kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana ter-

sebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam 
tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau 
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan 
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pe-
mimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak 
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf 
b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda 
diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh 
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib 
berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
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d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun.

Pasal 120
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi 
dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha 
yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melak-
sanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 

(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib 
menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 
2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki 
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib 
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 

1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifi kat 
kompetensi penyusun amdal.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifi kat 
kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan 
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oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang 
baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diberlakukan.

Pasal 127
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.
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Undang-Undang No.32 Tahun 2009 
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LINGKUNGAN HIDUP





PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menya-

takan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak 
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh 
karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan 
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkung-
an hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingku-
ngan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup 
bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara 
dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta 
musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping 
itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia 
dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan 
keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan 
itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara 
lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. 

 Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak 
perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, 
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terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman 
serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-
pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.  

 Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak 
merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber-daya 
alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengan-
dung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi 
ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas 
lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. 

 Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap 
kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 

 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembang-
kannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan 
secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang 
dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, 
rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban 
melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

 Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil 
KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program 
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, 
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rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki 
sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan 
yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan 
mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah 
meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu 
menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan 
risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan 
hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

 Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, 
industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya 
limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam 
media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, 
dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

 Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta 
limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. 

 Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi 
dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak 
secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah 
salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang 
terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal 
dan diterapkannya sertifi kasi bagi penyusun dokumen amdal, serta 
dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. 

 Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh 
izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup 
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen 
pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa 
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penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem 
hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, 
dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan 
bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan 
pembangunan lain. 

 Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, 
baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ke-
tentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan 
kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat peme-
rintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek 
jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan 
tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat 
bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan 
hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan 
hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium 
yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya 
terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap 
tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi 
tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran 
baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini 
adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini 
tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena 
dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan 
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dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup 
strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen 
ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis 
lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko 
lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan ling-

kungan global;
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses par-

tisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 
jelas;

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang lebih efektif dan responsif; dan k. penguatan kewenangan 
pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil 
lingkungan hidup.

9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri 
untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang per-
lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi 
dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah 
memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah 
dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di 
daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 
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23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan 
dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan 
suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan 
mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup 
wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan kon-
servasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga 
tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pen-
dapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan membe-

rikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan 
mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 
masa depan.

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau ke-rusakan 
lingkungan hidup.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah 
bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 
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satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung 
ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah 
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 
berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 
perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlin-
dungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan me-
madukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen 
terkait.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha 
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 
dengan lingkungannya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidak-
pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena 
keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan 
merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi 
atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusak-
an lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan 
secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, 
lintas generasi, maupun lintas gender.
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Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindu-
ngan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 
karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografi s, 
budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keber-
adaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati 
yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam 
hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara 
keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah 
bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap 
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperha-
tikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” 
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diji-
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wai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efi siensi, dan 
keadilan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa 
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sen-
diri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan kera-
gaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Cukup jelas.

Huruf d
 Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui 

oleh DPRD.

Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
 Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yangmerupakan 
kesatuan geografi s beserta segenap unsurterkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkanaspek administrasi dan/atau 
aspek fungsional.

Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud 

meliputi:
a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaraga-

man hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, 

longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
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e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya ke-

berlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan ma-

nusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsul-
tasi publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya di dalam air.
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Huruf b
 Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran 

batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke 
media air .

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah 

ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang 
seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e
 Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas 

atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media 
udara.

Huruf f
 Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran 

batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang 
meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g
 Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-

bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan 
biomassa. 

 Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar 
tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi 
biomassa.

 Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa men-
cakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu 

karang” adalah ukuran batas perubahan fi sik dan/atau hayati 
terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang ber-

kaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh 
perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/
atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan ke-
bakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan.
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Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
 Cukup jelas.

Huruf g
 Cukup jelas.

Huruf h
 Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Cukup jelas.
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Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
 Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g
 Cukup jelas.

Huruf h
 Cukup jelas.

Huruf i
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksud-
kan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau 
mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan 
konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun 
amdal atau konsultan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansilingkungan 
hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 39 
Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas 
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan 
peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan 
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-
lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini 
termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi 
dan izin konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena 
kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau 
pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau 
kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perenca-
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naan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan 
hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan 
dan kegiatan ekonomi.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sis-

tem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang 
digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai 
sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c
 Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya ta-

rik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang 
ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan 
kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya 
alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

 Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara 
moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun 
Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan 
yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan 
kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
 Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gam-

baran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, 
baik dalam satuan fi sik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai 

semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada 
periode tertentu.

 Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah 
nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah 
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pada periode tertentu.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa ling-

kungan hidup antar daerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal 
yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah 
daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia 
jasa lingkungan hidup.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” 

adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya 
suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan 

hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak 
karena kegiatannya.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana 

yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/
atau kegiatan.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana 

yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan 
konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah ling-
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kungan hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang 
dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungut-

an oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap 
orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak 
pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan 
pajak sarang burung walet.

 Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pu-
ngutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap 
orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah 
daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

 Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemu-
dahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap 
orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi ling-
kungan hidup.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingku-

ngan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan 
persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup da-
lam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan 
bank dan lembaga keuangan non-bank.

 Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” 
adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk 
pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan per-
syaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan 
menjual saham di pasar modal.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah 

dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi 
yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup 
antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
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Huruf e
 Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” 

adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa 
lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f
 Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah 

asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pen-
cemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g
 Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” 

adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang 
ramah lingkungan hidup.

Huruf h
 Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi 
dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup.

Pasal 46
Cukup jelas.
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Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prose-
dur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan 
peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) 
limbah B3.

Ayat (2)
Huruf a
 Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses 

mulai dari identifi kasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi 
atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak 
yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan 
manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b
 Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko 

atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifi kasi 
pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, 
dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses 

interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara 
individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Huruf a
 Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang 
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berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi 
kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak 
yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan 
hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta 
pembangkit listrik tenaga nuklir.

 Dokumen audit lingkungan hidup memuat:
 a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
 b. temuan audit;
 c. kesimpulan audit; dan
 d. data dan informasi pendukung.

Huruf b
 Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pence-

maran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan 
hidup.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan 

untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup 
termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan 
perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan 

untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya ber-
fungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
 Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah 
upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan 
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hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingku-
ngan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a
 Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi 

sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, 
energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b
 Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang 

dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai 
dengan kebutuhan.

 Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerin-
tah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan 
perseorangan dapat membangun:
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan 

pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, 

khususnya tanaman langka.

Huruf c
 Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah 

upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam 
beserta ekosistemnya.

Huruf c
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah se-

rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan 
tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggu-
langan dampak perubahan iklim.

 Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah 
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk 
keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya 
untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap 
lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi 
yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 59
Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang menca-
kup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pe-
manfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melaku-
kan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman 
karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya 
alam, dan kearifan lokal.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
 Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konseku-

ensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan 
hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas 
informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan 
efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, 
di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 
mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi 
lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang 
terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil 
pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan mau-
pun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan ren-
cana tata ruang.



Penjelasan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 101

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66
 Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pe-

lapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup.

 Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembala-
san dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata de-
ngan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, 

dan dieldrin
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Huruf c
 Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur da-

lam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
 Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
 Cukup jelas.

Huruf g
 Cukup jelas.

Huruf h
 Cukup jelas.

Huruf i
 Cukup jelas.

Huruf j
 Cukup jelas.

Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan 
pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare perke-
pala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan 
dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke 
wilayah sekelilingnya.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk 

dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c
 Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan me-
langgar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan ma-
syarakat.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
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Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
 Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu 

keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan 
dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak 
dapat ditunda.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.
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Pasal 84
Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak 
keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup 
untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam 
hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak 
lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan 
tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga 

limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang diten-
tukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pence-

maran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan 
pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan 
tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability 
adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat 
sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang per-
buatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi 
yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan 
hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika 
menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan ke-
harusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau 
telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian 
yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggu-
langan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi ling-
kungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya 
dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi 
guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan 
dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud ko-
ordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang 
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, 
magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat 
bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan 
didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fi sik apa 
pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak 
terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki 
makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
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Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah 
pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik 
menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi 
persyaratan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” 
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 
penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, 
baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.
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Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk 
dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan faktafakta 
yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan 
usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan 
badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum 
adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi 
dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku 
fi sik dan menerima tindakan pelaku fi sik tersebut.
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Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk 
menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan 
terhadap tindakan pelaku fi sik, dan/atau memiliki kebijakan yang 
memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin 
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke 
sumber air.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5059
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BAB I, KETENTUAN UMUM
• Bagian Kesatu, Pengertian

BAB II, ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
•  Bagian Kesatu, Asas
•  Bagian Kedua, Tujuan
•  Bagian Ketiga, Ruang Lingkup

BAB III, PERENCANAAN
•  Bagian Kesatu, Inventarisasi Lingkungan Hidup
•  Bagian Kedua,Penetapan Wilayah Ekoregion
• Bagian Ketiga, Penyusunan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB IV, PEMANFAATAN
BAB V, PENGENDALIAN 

• Bagian Kesatu, Umum
• Bagian Kedua, Pencegahan

- Paragraf 1, Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Paragraf 2, Tata Ruang
- Paragraf 3, Baku Mutu Lingkungan Hidup
- Paragraf 4, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- Paragraf 5, Amdal
- Paragraf 6, UKL-UPL
- Paragraf 7, Perizinan
- Paragraf 8, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Paragraf 9, Peraturan Perundang-undangan Berbasis 

Lingkungan Hidup 
- Paragraf 10, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
- Paragraf 11, Analisis Risiko Lingkungan Hidup
- Paragraf 12, Audit Lingkungan Hidup

• Bagian Ketiga, Penanggulangan
• Bagian Keempat, Pemulihan

BAB VI, PEMELIHARAAN
BAB VII, PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN
• Bagian Kesatu, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
• Bagian Kedua, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun
• Bagian Ketiga, Dumping
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BAB VIII, SISTEM INFORMASI
BAB IX, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN 

PEMERINTAH DAERAH
BAB X, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

• Bagian Kesatu, Hak
• Bagian Kedua, Kewajiban
• Bagian Ketiga, Larangan 

BAB XI, PERAN MASYARAKAT
BAB XII, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

• Bagian Kesatu, Pengawasan 
• Bagian Kedua, Sanksi Administratif

BAB XIII, PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
• Bagian Kesatu, Umum
• Bagian Kedua, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan
• Bagian Ketiga, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui 

Pengadilan
- Paragraf 1, Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
- Paragraf 2, Tanggung Jawab Mutlak
- Paragraf 3, Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
- Paragraf 4, Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Paragraf 5, Hak Gugat Masyarakat
- Paragraf 6, Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
- Paragraf 7, Gugatan Administratif

BAB XIV,  PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
• Bagian Kesatu, Penyidikan
• Bagian Kedua, Pembuktian

BAB XV, KETENTUAN PIDANA
BAB XVI, KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII, KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
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Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 

Tentang

IZIN LINGKUNGAN
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 

56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Izin Lingkungan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN 
LINGKUNGAN. 
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau 
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 
dan/atau Kegiatan. 

3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingku-
ngan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan 
dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak ber-
dampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pro-
ses pengambilan keputusan tentang penyeleng-garaan Usaha dan/atau 
Kegiatan. 

4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat me-
nimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menye-
babkan dampak terhadap lingkungan hidup.

5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat 
mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak ling-
kungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, 
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting 
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup 
yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, 
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adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena 
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang me-
nyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/
atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu 
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang ber-
tanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksa-
nakan.

13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui 

tahapan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II
PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap  
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-
UPL.
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Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4
(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh 

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai  

dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan 
wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5
(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi 
dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun 
petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman pe-
nyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8
(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan 

pendekatan studi: 
a. tunggal;
b. terpadu; atau
c. kawasan.

(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
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a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 
(satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan 
dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lem-
baga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, 
atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih 
dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan 
pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem  
serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 
1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonke-menterian, satuan 
kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/
kota.

(4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 
lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan 
pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona 
rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh 
pengelola kawasan.

Pasal 9
(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Am-

dal.
(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila-

kukan melalui:
a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
b. konsultasi publik.

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila-
kukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tang-
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gapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, guber-
nur, atau bupati/walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat 
dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10
(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri 

atau meminta bantuan kepada pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Am-

dal:
a. perorangan; atau
b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen 

Amdal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk 

mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 11
(1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal 

yang memiliki sertifi kat kompetensi penyusun Amdal.
(2) Sertifi kat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan 
Amdal dan dinyatakan lulus.

(4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di 
bidang Amdal.

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan 
sertifi kat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifi kasi kompe-
tensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifi kasi kompetensi penyusun 
Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, 
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serta lembaga sertifi kasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 12
(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, 

provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/

kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 13
(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkung-

an hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang 

telah memiliki Amdal kawasan;
b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/ 

kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota 
dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau

c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat 
bencana.

(2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata 

ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 14
(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh 

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai de-

ngan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib 
dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 15
(1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang 
ditentukan oleh Menteri.

(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun 
petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan 
UKL-UPL yang diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16.

Pasal 18
Dalam hal:
a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha 

dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling ter-
kait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/
atau

b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan 
dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja 
pemerintah kabupaten/kota;

pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.
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Pasal 19
(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, 

provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/

kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III
PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan

Pasal 20
(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
(2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan kepada:
a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk 

Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk 

Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; 
atau

c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/
kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal 
kabupaten/kota.

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekre-
tariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis menge-
nai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 21
(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah 

dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai 
Amdal.

(2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka 
Acuan.

(3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk 
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menyepakati Kerangka Acuan.
(4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada 

Komisi Penilai Amdal.
(5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka 

Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut 
kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22
(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai 
Amdal.

(2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai oleh tim teknis.

(3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan 
kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23
Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau 
Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak 
Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 24
Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, 
Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 25
(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:

a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 
3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan 
kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau

b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan 
Kerangka Acuan.

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Andal dan RKL-RPL

Pasal 27
Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal 
belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 28
(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 diajukan kepada:
a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk 

Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk 

Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; 
atau

c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/
kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal 
kabupaten/kota.

(2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekre-
tariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai 
kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai 
dengan kewenangannya.

(4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen 
Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi 
oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).
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(5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan 
RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29
(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan 
rapat Komisi Penilai Amdal.

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian 
Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai kewenangannya.

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dapat berupa:
a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berda-
sarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dam-

pak dari aspek biogeofi sik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, 
dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, 
operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;

b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting 
hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling 
memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting 
yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan

c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung 
jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat ne-
gatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang 
direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen 
Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengem-
balikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk di-
perbaiki.

Pasal 30
(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan 

RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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28 ayat (1).
(2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki seba-

gaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan 
penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa 
rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 31
Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, 
dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja, 
terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 32
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi 

penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kela-
yakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi 
hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 33
(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
b. pernyataan kelayakan lingkungan;
c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; 

dan;
d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.
(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 

wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 34
Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
UKL-UPL
Pasal 36

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang 

dalam sengketa dengan negara lain;
3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

negara lain.
b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi;

2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
c. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi 

pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling 
jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan 
kelengkapan administrasi formulir UKLUPL.
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(3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-
UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-
UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
melakukan pemeriksaan UKL-UPL.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 
jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan 
lengkap secara administrasi. 

Pasal 37
(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi 
UKL-UPL.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. persetujuan; atau
b. penolakan.

Pasal 38
(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang  

tercantum dalam UKL-UPL.
(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 

wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Pasal 39
Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
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Pasal 40
Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:
a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan 
Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 42
(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung-

jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-
RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 43
Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1), harus dilengkapi dengan:
a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
c. profi l Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44
Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumum-
kan permohonan Izin Lingkungan.
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Pasal 45
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan 
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan 
RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terha-
dap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak 
dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai 
Amdal.

Pasal 46
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/

atau Kegiatan yang wajib UKLUPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan 
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang 
diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan ter-
hadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 47
(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
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a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Reko-
mendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Re-
komendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan

c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 48
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling 

sedikit memuat:
a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota; dan 
c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa 
wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 
jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha 
dan/atau Kegiatan.

Pasal 49
(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau 
multimedia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
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Pasal 50
(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan 

permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau 
Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk 
dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi:
a.  perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang 

memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpe-

ngaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifi kasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum ter-

cakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan 

dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat 
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan 
hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/
atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, 
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan 
permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 
Rekomendasi UKL-UPL.
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(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
dilakukan melalui:
a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui 
penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 
tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan 
penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 
Rekomendasi UKL-UPL.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau 
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi 
UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 51
(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan 
perubahan Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penang-
gung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mener-
bitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan 
Peraturan Menteri.
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Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 53
(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Ling-
kungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap per-
syaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan 
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan se-
cara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 54
(1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/

walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Komisi Penilai Amdal Pusat;
b. Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Komisi Penilai Amdal Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
a. bersifat strategis nasional; dan/atau
b. berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang 

dalam sengketa dengan negara lain;
3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

negara lain.
(4) Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
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a. bersifat strategis provinsi; dan/atau
b. berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi;

2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(5) Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan 
yang:
a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/atau
b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut 

kewenangan provinsi.
(6) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis nasional, stra-

tegis provinsi, atau strategis kabupaten/kota, serta tidak strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat 
(5) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55
(1) Komisi Penilai Amdal Pusat menilai dokumen Amdal yang disusun 

dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat 
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(3), ayat (4), dan/atau ayat (5).

(2) Komisi Penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal yang disusun 
dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat 
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(4) dan ayat (5).

Pasal 56
(1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b, berasal dari:
a. instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi Penilai Amdal Pusat;
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b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi Penilai Amdal 
provinsi; dan

c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk Komisi Penilai 
Amdal kabupaten/kota.

(3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
a. untuk Komisi Penilai Amdal Pusat, beranggotakan unsur dari:

1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang penataan ruang;

2. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang dalam negeri;

4. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan;

5.  instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan;

6. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang penanaman modal;

7. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pertanahan;

8. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang ilmu pengetahuan;

9. instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
10. instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha dan/atau 

Kegiatan;
11 wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;
12. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
13. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan;
15. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana 

Usaha dan/atau Kegiatan;
16. organisasi lingkungan hidup;
17. masyarakat terkena dampak; dan/atau
18. unsur lain sesuai kebutuhan.

b. untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan unsur dari:
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1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penataan ruang provinsi;

2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;

3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal provinsi;

4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanahan provinsi;

5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertahanan provinsi;

6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan provinsi;

7. instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/
atau Kegiatan yang bersangkutan;

8. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota 
yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha 
dan/atau Kegiatan;

9. wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
10. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan;
11. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan;
12. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana 

Usaha dan/atau Kegiatan;
13. organisasi lingkungan hidup;
14. masyarakat terkena dampak; dan/atau
15. unsur lain sesuai kebutuhan.

c. untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, beranggotakan unsur 
dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penataan ruang kabupaten/kota;
2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabu-paten/
kota;

3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal kabupaten/kota;

4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanahan kabupaten/kota;
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5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertahanan kabupaten/kota;

6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan kabupaten/kota;

7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota 
yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha 
dan/atau Kegiatan;

8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan;

9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan;

10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/
atau Kegiatan yang bersangkutan;

11. masyarakat terkena dampak; dan
12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 57
(1) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai 

Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di kabupaten/
kota yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau 
Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi.

(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai 
Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di provinsi 
yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan 
tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat.

Pasal 58
(1) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 59

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:
a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; 

dan
b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.
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Pasal 60
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:

a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan 
yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan

b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61
(1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, 
penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh 
Komisi Penilai Amdal.

(2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat 
eselon III ex offi cio pada instansi lingkungan hidup Pusat dan pejabat 
setingkat eselon IV ex offi cio pada instansi lingkungan hidup provinsi 
dan kabupaten/kota.

Pasal 62
Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilarang 
melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penilai Amdal Pusat, 
Komisi Penilai Amdal provinsi, dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota 
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu
Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 64
(1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap:

a. Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/
kota; dan
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b. instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/ kota.
(2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap:

a. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling se-
dikit melalui:
a. pendidikan dan pelatihan Amdal;
b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan
c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Pasal 65
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal 

atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah 
yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golo-
ngan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 
oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan. 

(3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) 
instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal 
atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, 
dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan 
yang bersifat dominan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

Pasal 66
(1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap 

penatalaksanaan:
a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau 

Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi 

dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
(2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap 

penatalaksanaan:
a. Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; 

dan



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan144

b. UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/
kota.

(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
paling sedikit dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang 

Amdal dan UKL-UPL;
b. kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi 

dan kabupaten/kota.

Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur 
dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 68
Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, 
kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 69
(1) Dana kegiatan:

a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim 
teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau

b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup 
pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dialokasikan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang 
dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan 
kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh instansi ling-
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kungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dialokasikan dari anggaran instansi 
lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71
(1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
d. pencabutan Izin Lingkungan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewena-
ngannya.

Pasal 72
Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(2) didasarkan atas:
a. efektivitas dan efi siensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemegang Izin Lingkungan;
c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan pe-

rintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pe-

megang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan 
sebagai Izin Lingkungan.
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Pasal 74
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012 NOMOR 48
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus 

diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan 
sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia 
saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 
pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.

 Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi 
oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara 
ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), 
dan ramah lingkungan (environmentally sound). Proses pembangunan yang 
diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan 
datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha 
dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan dampak terhadap 
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut 
dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian 
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dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini 
mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan 
hal tersebut adalah

Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan 
bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian 
terhadap aspek biogeofi sik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, 
sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. 
Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, 
serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak 
terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan 
keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk 
mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal 
atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses 
permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya 
Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak 
lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek 
teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, 
pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah 
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, 
atau ditolak, dan Izin lLngkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 
dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan 
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, 
meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdam-
pak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, meka-
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nisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan 
untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam 
Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana 

Usaha dan/atau Kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 

dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan 
preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. 

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perenca-
naan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan 
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setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.

Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada 
tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabu-
paten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang kompre-
hensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya 
dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup 
strategis. Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata 
ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu ke-
giatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, 
dan pengendalian dampak secara detil.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan 
preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perenca-
naan Usaha dan/atau Kegiatan, UKLUPL tidak dilakukan setelah 
Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud 
dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain 
detail rekayasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud 
efi siensi dan efektivitas dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak 
kumulatif yang mungkin timbul akibat keterkaitan antar Usaha dan/
atau Kegiatan yang direncanakan dapat diidentifi kasi dengan jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi meto-
dologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah 

kepemilikan bukti antara lain berupa:
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a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah 
sesuai dengan rencana tata ruang;

b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/
atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan

c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa 
penyusunan dokumen Amdal dan sertifi kasi kompetensi 
penyusun Amdal. 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:
a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen 

Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan pe-

nilaian;
c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil pe-

nilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka 

Acuan. 

Pasal 24
Cukup jelas.
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Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a
Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah 
terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya per-
kembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang 
semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai 
lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup 
Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:
a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di 
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bidang Amdal;
c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
d. kesahihan data yang digunakan;
e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang 

digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; dan

f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemam-
puan pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga 
dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan ma-
syarakat.

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknologi” adalah cara atau 
teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting. 

Yang dimaksud dengan “pendekatan sosial” adalah langkah penang-
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gulangan dampak penting yang dilakukan melalui tindakan yang 
berlandaskan pada interaksi sosial. 

Yang dimaksud dengan “pendekatan kelembagaan” adalah penang-
gulangan dampak penting melalui mekanisme kelembagaan dalam 
bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Jangka waktu selama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja dipergunakan 
oleh:
a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen 

Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan pe-

nilaian;
c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil 

penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
e. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil 

penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” 
antara lain kementerian atau lembaga pemerintah nonkement-
erian, satuan kerja pemerintah provinsi, satuan kerja pemerin-
tah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-
UPL” antara lain:
a. kesesuaian dengan tata ruang;
b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta 
pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya 
swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hu-
kum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c
Profi l usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:
a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
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d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
 Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin 

pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi 
ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya 
dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan bera-
cun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin 
pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolah-
an limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah 
bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, 
izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
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Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Usaha dan/atau Kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit 
listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik 
tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang min-
yak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat 
terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, in-
dustri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pem-
bangunan bendungan, bandar udara, pelabuhan, dan Usaha dan/atau 
Kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi Usaha 
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dan/atau Kegiatan dianggap strategis.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
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Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5285



Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 2 Tahun 1999

Tentang

IZIN LOKASI
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PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG

IZIN LOKASI

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan 

ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum 
suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melak-
sanakan rencana penanaman modalnya;

b. Bahwa pemberian Izin Lokasi tersebut pada dasarnya merupakan 
pengarahan lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan 
ruang dalam aspek pertanahannya;

c. Bahwa pemberian Izin Lokasi tersebut telah diperluas sehingga 
meliputi juga izin untuk memperoleh tanah untuk keperluan yang 
tidak ada hubungannya dengan penanaman modal;

d. Bahwa untuk menjamin terlaksananya maksud Izin Lokasi sebagai-
mana dimaksud dalam peraturan penanaman modal termasuk di atas, 
perlu mengembalikan fungsi Izin Lokasi tersebut dan membatasinya 
untuk keperluan penanaman modal dengan menetapkan ketentuan 
umum mengenai Izin Lokasi dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional;



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi168

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal 

Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nonor 11 
Tahun 1970;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1970;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pemerintah di Darah;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Jak Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah;
8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 

Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 115 Tahun 1998;

10. Keputusan Presiden Nomor 101Tahun 1998 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabiner 
Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG IZIN 
LOKASI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mem-

peroleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan 
tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

2. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah 
memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia 
sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian 
sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama 
baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah 
atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan 
saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan 
penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.

4. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang mengguna-
kan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-umdang Nomot 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No-
mor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ten-
tang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah den-
gan Undangundang Nomor 12 Tahun 1970.

5. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2
(1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman 

modal wajib mempunyai izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang 
bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh 
perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari 
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para pemegang saham,
b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai 

oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan seba-
gai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain terse-
but, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang 
berwenang,

c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan 
usaha industri dalam suatu Kawasan Industri,

d Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penye-
lenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata 
ruang kawasan pengembangan tersebut,

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha 
yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin 
perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak 
tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan,

f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman 
modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk 
usaha pertanian dan tidak lebih datri 10.000 m2 (sepuluh ribu 
meter persegi ) untuk usaha bukan pertanian, atau g. Tanah yang 
akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman 
modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang 
bersangkutan, dengan kertentuan bahwa tanah-tanah tersebut 
terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan 
rencana penanaman modal yang bersangkutan.

(3) Dalam hal sebagimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan uang 
bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau 
penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Petanahan.

BAB II
TANAH DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3
Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan 
yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh 
perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
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Pasal 4
(1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat 

perserujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan 
tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka 
luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-
perusahaan lain yang merupakan saru group perusahaan dengannya 
tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman:

1) Kawasan perumahan permukiman:1 propinsi : 400 Ha Seluruh 
Indonesia : 4.000 Ha

2) Kawasan resort perhotelan : 1 Propinsi : 200 Ha Seluruh 
Indonesia: 4.000 Ha

b. Untuk usaha Kawasan Industri : 1 propinsi : 400 Ha Seluruh 
Indonesia : 4.000Ha

c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan 
besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
1) Komoditas tebu : 1 propinsi : 60.000 Ha Seluruh Indonesia : 

150.000 Ha
2) Komoditas lainya : 1 propinsi : 20.000 Ha Seluruh Indonesia : 

100.000 Ha
d. Untuk usaha Tambak : 

1) Di Pulau Jawa : 1 propinsi : 100 Ha Seluruh Indonesia : 1.000 Ha
2) Di luar Pulau Jawa : 1 propinsi : 200 Ha Seluruh Indonesia : 

2.000 Ha
(2) Khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya maksimum luas 

penguasaan tanah adalah dua kali maksimum luas penguasaan tanah 
untuk satu Propinsi di luar Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin 
Lokasi perusahaan pemohan wajib menyampaikan pernyartaan tertulis 
mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-
perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

(4) Ketentuan di dalam Pasal ini tidak berlakunya untuk:
a. Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan 

Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki 
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oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.

BAB III
JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 5
(1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha :1 (satu) tahun;
b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.

(2) Perolehab tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam 
jangka waktu Izin Lokasi.

(3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diper-
panjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang 
sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk 
dalam Izin Lokasi.

(4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalan jangka waktu 
Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan 
oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang 
sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentu-
an bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan 
tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesa-
tuan bidang;

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain uang memenuhi 
syarat.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6
(1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek pe-

nguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak 
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serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fi sik wilayah, 
penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

(2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/
Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah 
diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh 
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat 
yang ditunjuk secara tetap olehnya.

(3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi 
yang dimohon.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek 
sebagai berikut :
a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal 

yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana 
perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan 
dengan perolehan tanah tersebut.

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah uintuk 
memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan 
mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;

c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memper-
oleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk 
dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelak-
sanaan Izin Lokasi.

Pasal 7
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi 

ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
pemberian Izin Lokasi dilaksanakan menurut Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 
1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah 
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Dalam Rangka Penanaman Modal dan ketentuan pelaksanaannya de-
ngan penyesuaian seperlunya dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 8
(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam 

areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan 
kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai 
kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, 
konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang 
Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau 
kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan 
tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut 
hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh 
tanda bukti hak (sertifi kat), dan kewenangan untuk menggunakan 
dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya 
sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk 
mengalihkannya kepada pihak lain.

(3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain 
atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat 
di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan 
lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas 
tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan 
tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana 
penanaman modalnya.

Pasal 9
Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala  
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai per-
olehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan 
pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini  
tetap berlaku sampai jangka waktunya habis, dengan ketentuan bahwa 
apabila Izin Lokasi tersebut menunjuk areal yang melebihi luas tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Izin Lokasi itu hanya dapat 
dilaksanakan sesudah berlakunya peraturan ini untuk luas areal yang  
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 tersebut.

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Februari 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

HASAN BASRI DURIN
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Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis
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TENTANG PENULIS

Pengantar buku ini ditulis oleh Sandoro Purba. 

Sandoro Purba, menekuni dunia hukum sejak berkuliah pada sebuah Fakultas Hukum di 

Depok. Sempat berkecimpung dalam praktik hukum pada beberapa kantor yang menye-

diakan layanan jasa hukum. Saat ini menekuni pengembangan Pendidikan Hukum Rakyat 

yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam memahami hukum sebagai sebuah living law 

dan pelbagai pertautannya dengan hukum struktural bentukan institusi negara. Minatnya 

tersebut membawanya pada pengkajian mengenai alternative dispute resolution dengan 

membawakan aspek hukum rakyat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Hukum yang 

adil adalah hukum yang bersandarkan pada jiwa suci manusia yang selalu menyatu dengan 

semesta, atas bumi dan bawah bumi.

Saran, kritik, dan masukan bisa dialamatkan ke email sandoro.purba@gmail.com ;  
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Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

 HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental orga-
nization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya 
pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumber daya 
alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa 
menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal 
atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan 
dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran 
praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat 
dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, 
gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki 
tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum 
yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati 
nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :
• Hak Asasi Manusia;
• Keadilan Sosial;
• Keberagaman Budaya;
• Kelestarian Ekosistem;
• Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
• Kolektifitas.

Sejarah
 Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai 
latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian 
dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang 
sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio 
kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara 
resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk 
Badan Hukum Perkumpulan. 
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 Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. 
Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., 
Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, 
SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., 
Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. 
Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. 
I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, 
SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep 
Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Surya-din, Ir. Andri 
Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi dan Misi
Visi:

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung 

pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi 

masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati 

nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi:
1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuanti-

tas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra 

strategis dalam mewujudkan visi HuMa.

2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai mo-

del pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan 

dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya 

Alam.

3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pe-

ngembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.

4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang 

berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung ge-

rakan sosial dan pembaruan hukum.

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung

pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi

masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati

nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.
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Wilayah dan Program Kerja
Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

• Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar

• Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indo-

nesia)
• Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang

• Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua 

Talino)
• Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea

• Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja
1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan 

strategi pengembangan dan model rekruitmen Pendamping Hu-
kum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin 
meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, 
fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict reso-
lution, dan advokasi kebijakan

2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan 
akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA 
yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal 
dan adat.

3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan 
pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik 
melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media 
kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.

4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai 
kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema 
REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di 
tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya 
kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan 
merefleksikan hak masyarakat.

5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendo-
rong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan ber-
pengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan 
hukum.
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Struktur Organisasi
Badan Pengurus
Ketua  Chalid Muhammad, SH

Sekretaris Andik Hardianto, SH

Bendahara Ir. Andri Santosa

Badan Pengurus
Koordinator Eksekutif
 Andiko, SH, MH

Koordinator Program
 Nurul Firmansyah, SH. 

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat :   
 Tandiono Bawor Purbaya, SH. 

 Sandoro Purba, SH.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik :   
 Widyanto, SH.

 Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si.

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim :   
 Anggalia Putri, S.Ip., M.Si.

 Sisilia Nurmala Dewi, SH.

Program Database dan Informasi :   
 Malik, SH. 

 Agung Wibowo, S.Hum.     

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan :   
 Susi Fauziah, B.Sc., 

 Heru Kurniawan, 

 Herculanus De Jesus, 

 Sulaiman Sanip.

Tim Keuangan :   
 Eva Susanti Usman,

 SE., Fetty Isbanun, S. Pt.,  

 Bramanta Soeriya, SE. 
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